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BUPATI MAPPI 
PROVINSI PAPUA 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI 

NOMOR : 2 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN MAPPI TAHUN 2018-2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAPPI, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, telah dibentuk 

Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 2 Tahun 2019 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Mappi Tahun 2018-2022 ;  

 b. bahwa sesuai ketentuan Ketentuan Pasal 264 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 

dinyatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil 

pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap 

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ; 

c.   bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 342 ayat (1) peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Mappi Tahun 2018-2022 perlu ditinjau kembali; 
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d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mappi 

Tahun 2018-2022; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 2907);  

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008       

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4884); 
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan 

Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700);  

 

 

 

 



 

 3 

 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4663);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833);  
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15. Peraturan Pemeritah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Repblik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mappi 

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Mappi 

Tahun 2012 Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Mappi Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Mappi Tahun 2019 Nomor 2); 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAPPI 
 

dan 
 

BUPATI MAPPI 
 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH        

KABUPATEN MAPPI TAHUN 2018-2022. 

 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mappi             

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Mappi Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) pada Lampiran RPJMD diubah sehingga 

RPJMD Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

2. Ketentuan Pasal 8 ditambah ayat (6) diubah,ditambah ayat (7), sehingga 

pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

 

(6) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) menjadi 

pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. 
 

(7) Pelaksanaan RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD Tahun 2021. 

 

 

3. Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan Pasal baru, yaitu 

Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 9A 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksana yang 

terkait dengan Pembagian Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah telah 

ditetapkan, maka RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) 

dapat dilakukan penyesuaian. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Mappi. 

 
 

Ditetapkan di Kepi 

pada tanggal 30 Agustus 2021                 

 

BUPATI MAPPI, 
CAP/TTD 

KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU 
 
 

Diundangkan di Kepi 

pada tanggal 30 Agustus 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH, 

CAP/TTD 
GREGORIUS TUANTANA 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2021 NOMOR 2. 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI, PROVINSI PAPUA : 02/2021 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

RENALDO O. RUSPANAH, SH 

NIP. 19830717 201004 1 003 
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